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Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan unifikasi di bidang hukum
perkawinan, yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berbeda-beda suku, agama dan ras.
Namun dalam hal perkawinan yang antara mereka yang berbeda agama, ternyata Undang-undang
Perkawinan tidak mengatur secara eksplisit sehingga menimbulkan berbagai macam penafsiran. Meskipun
pendapat yang lazim diterima dari para pakar hukum adalah bahwa UU Perkawinan tidak menghendaki
perkawinan beda agama, tidak menyurutkan pasangan yang berbeda agama untuk tetap mengikatkan diri
dalam lembaga perkawinan. Berbagai cara dilakukan agar perkawinan dapat dicatatkan dan mendapat
pengakuan dari Negara. Salah satu cara yang akhir-akhir ini ditempuh oleh banyak pasangan yang berbeda
agama adalah melangsungkan perkawinan dengan difasilitas oleh Y ayasan Wakaf Paramadina yang
mengakui sahnya perkawinan beda agama.

Dalam penelitian ini, penulis meneliti apakah perkawinan beda agamayang difasilitasi oleh Y ayasan Wakaf
Paramadina dapat dicatatkan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku dan upaya yang dapat
ditempuh oleh pasangan beda agama yang telah melangsungkan perkawinan dengan difasilitas Y ayasan
Wakaf Paramadina agar perkawinannya dapat dicatatkan menurut peraturan perundangundangan yang
berlaku.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat yuridis-normatif, dimana penelitian mengacu pada
norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
perkawinan dan pencatatan perkawinan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder berupa bahan
kepustakaan yang didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber terkait.

Kesimpulan yang diperoleh adal ah bahwa perkawinan beda agama yang dilangsungkan oleh Y ayasan Wakaf
Paramadinatidak dapat dicatatkan di baik di Kantor Urusan Agama maupun di Kantor Catatan Sipil, namun
apabila mereka mempunyai bukti pengesahan perkawinan dari agama dan kepercayaannya selain agama
|slam, maka perkawinannya dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Kemudian untuk masa yang akan
datang, berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah
membuka peluang untuk dapat dicatatkannya perkawinan beda agamadi Indonesia, yakni melalui penetapan
pengadilan.

The Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage is acknowledged as the unification of the law in term of
marriage that is applied to all Indonesian citizens that are consist of different ethnics, religions as well as
races. However, it isfound out that the Law did not regulate explicitly things about marriage between people
from different religious background. Thisin turn brings about consequence in form of various interpretation
of the vague condition. Even though the majority of legal experts hold that The Law concerning Marriage
does not acknowledge any marriage between two different religious backgrounds, there are yet still some of
such couples pursue further their interest under the marriage institution. Among many ways they take for
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this purpose, getting them-selves under religious ceremony held by Y ayasan Wakaf Paramadina, which
acknowledges the validity of such marriages, is one of the most renowned aternatives.

In this research paper, the writer seeks to find out whether the marriage ceremony held by Y ayasan Wakaf
Paramadina, as well as the effort conducted by the couples from different religious background can be
registered according to the positive law.

The research applies the juridical-normative method, since it refers to the laws that regulate matters
concerning marriage and marriage registration. Meanwhile the data utilized are secondary ones, in form of
literatures, which further supported by the result of in-depth interview with the respondents.

It is eventually concluded that any marriage happens between two persons from two different religious
backgrounds that is held under the supervision of Y ayasan Wakaf Paramadina cannot be registered in either
Office of Religious Affairs (Kantor Urusan Agama) or Office of Civil Registration (Kantor Catatan Sipil).
However if they have an acknowledgement certificate validating the marriage from their respective religion
authority, then the marriage shall be registered in the Office of Civil Registration. In addition, the recent
implementation of the Law Number 23 Y ear 2006 concerning Demography Administration has further
advanced in the opportunity to such couples to register their marriage in the concerned authoritiesin
Indonesia, that is by court order.



